ABSTRAKPERATURAN

TARIF BEA MASUK - BARANG IMPOR—KEMITRAAN EKONOMI

2021

PERMENKEU RINOMOR 122/PMK.04/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1041)

PERATURAN MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARAPENGENAAN TARIFBEA
MASUKATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA REPUBLIKINDONESIA DAN NEGARA-NEGARAEFTA

ABSTRAK: -

bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomidan meningkatkan kerja sama
ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA,
Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara RepublikIndonesia dan Negara-Negara EFTA dengan Undang-Undang Nomor1 Tahun
2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between The
Republicof Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antaraRepublikIndonesia dan Negara-Negara EFTA), dan untuk memberikan kepastian
hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atasimporbarang, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara PengenaanTarif Bea Masuk atas
BarangImpor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensifantara Republik
Indonesiadan Negara-Negara EFTA.

DasarHukum Peraturanini adalah:

Pasal 17 ayat(3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun1995 No. 75, TLN No.3612)
sebagaimanatelah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661),
UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.4916), UU 1 Tahun 2021 (LN Tahun 2021
No. 113, TLN No. 6684), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl
118/PMK.01/2021(BNTahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan MenteriKeuanganRepublik Indonesia ini diatur:

Barangimpor dapat dikenakan Tarif Preferensiyang besarannya dapat berbeda dari tarif bea
masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Besaran tarif bea masuk,
ditetapkan dalam Peraturan Menterimengenaipenetapantarifbea masuk dalamrangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara
EFTA. Ketentuan Asal Barang terdiri dari kriteria asal barang (origin criteria), kriteria
pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan prosedural (procedural provisions). Negara
Anggota yang terlibat dalam proses Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA harus menjaga
kerahasiaan informasi. Informasi hanya dapat diungkapkanolehinstansi yang berwenang
melakukan penelitian danpenindakan terkait Ketentuan Asal Barang. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan DAB |E-CEPA di wilayah
kerja masing-masing secara periodik. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring
dan/atau evaluasi kepada direktur yang melaksanakan tugas danfungsi di bidang kerja sama
kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan DAB IE-CEPA.
Barangimporyang berasal dari Negara Anggotadengan nilai Free-on-Board (FOB) tidak
melebihi US$200.00(dua ratus United States Dollar), dapat dikenakan Tarif Preferensitanpa
harus melampirkan DAB |E-CEPA. Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang
dikirimkan oleh Negara Anggota pengekspor untuk tujuan pameran di Negara Anggota
lainnya dan terjual pada saat atau setelah pameran. Dalam hal DAB IE-CEPA dibatalkan oleh
eksportir, Tarif Preferensi tidak diberikan. Tata cara penyerahan DAB |IE-CEPA beserta
Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penyerahan Surat
Keterangan Asal atau /Invoice Declaration beserta DokumenPelengkap Pabean Penelitian
Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

CATATAN : - Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen
pemberitahuan pabeannyatelah mendapat nomordantanggal pendaftaran dari Kantor
Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan
Menteriini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

- PeraturanMenteri ini ditetapkan padatanggal 13 September2021dan diundangkan pada
tanggal14 September2021.

- Lampiran: halaman 36-71.



